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ABSTRAK 

Eneng Sifa Ardianti (11630060023). Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Pemalsuan Uang Dalam Pasal 244 KUHPidana Dan Relevansinya Dengan 
Hukum Pidana Islam. 

 Indonesia sebagai negara hukum telah lama menyusun tentang mata uang, 
dimulai adanya undang-undang sebagai bentuk upaya dari pemerintah agar tercipta 
ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat dan bernegara. Uang adalah standar 
ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga, komoditi dan jasa, 
perbendingan harga setiap komditas lainnya.  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindak pidana pemalsuan uang pasal 
244 KUHPidana, sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan uang menurut undang-
undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang, yaitu diancam pidana penjara paling 
lama 10 tahun dan denda sepuluh milliar, dan menurut pasal 244 KUHPidana yang 
diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, serta mengetahui relevansi 
antara pasal 244 KUHPidana dan hukum pidana tentang pemalsuan uang. 

 Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang 
dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. 
Dalam delik formil hubungan kausal mungkin dapat diperlukan tetapi berbeda 
dengan yang diperlukan dalam delik materil.    

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 
(library research) kepustakaan dengan bentuk deskriptif analisis. Oleh karena itu, 
objek yang dikaji adalah praktek pemalsuan uang dengan menggunakan dua 
pendekatan yaitu pendekatan hukum positif dan pendekatan hukum pidana islam 
yang bersumber dari berbagai data yang berupa tulisan, baik yang dikemukakan 
langsung ataupun karya lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.   

Hasil Penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Hukum tindak pidana pemalsuan uang daitur dalam undang-undang Nomor 7 
tahun 2011 dan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 
Rp. 10.000.000.00 sepuluh miliar. 

2. Hukum tindak pidana pemalsuan uang dalam pasal 244 KUHP dipidana penjara 
paling lama lima belas tahun. 

3. Relevansi tindak pidana pemalsuan uang dalam pasal 244 KUHP dan undang-
undang Nomor 7 tahun 2011 adalah adanya perbedaan dalam aspek ancaman 
hukuman atau sanksi yang dibebankan. Dalam pasal 244 KUHP, terdapat 
pidana penjara selama lima belas tahun namun dalam undang-undang nomor 7 
tahun 2011 hanya dibebankan pidana selama sepuluh tahun penjara. 
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